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Panduan Membeli Rumah di Indonesia: Proses, Dokumen, dan

Hal yang Perlu Diketahui

Membeli rumah di Indonesia melibatkan serangkaian proses hukum dan administratif, mulai dari
pengecekan sertifikat, penandatanganan perjanjian jual beli, hingga balik nama sertifikat di kantor
pertanahan. Calon pembeli perlu memahami setiap tahapan agar transaksi berjalan aman dan

sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi banyak orang Indonesia, membeli rumah adalah keputusan keuangan terbesar dalam hidup.
Prosesnya tidak sekadar memilih properti dan membayar — ada dokumen yang harus diverifikasi, pajak
yang perlu diperhitungkan, dan prosedur hukum yang wajib diikuti. Memahamipanduan membeli
rumah di Indonesia secara menyeluruh akan membantu Anda menghindari kesalahan yang berpotensi

merugikan.

Artikel ini menyajikan gambaran lengkap mulai dari persiapan awal hingga serah terima kunci, termasuk

daftar dokumen, perkiraan biaya, dan pertanyaan yang paling sering diajukan calon pembeli.

Fakta Kunci: Membeli Rumah di Indonesia

e SHM (Sertifikat Hak Milik) adalah jenis sertifikat terkuat yang bisa dimiliki WNI untuk properti.

Proses balik nama sertifikat di BPN (Badan Pertanahan Nasional) rata-rata memakan waktul14-30

hari kerja.
e Biaya transaksi (pajak, PPAT, notaris) umumnya berkisar5-10% dari harga properti.
e KPR Subsidi (FLPP) tersedia untuk pembeli pertama dengan penghasilan sesuai ketentuan

pemerintah.
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Persiapan Sebeium Membei iman

R,

Sebelum survei properti, ada dua hal mendasar yang perlu disiapkan: kemampuan finansial dan

pemahaman atas jenis kepemilikan yang tersedia di Indonesia.

Tentukan Anggaran dan Cara Pembayaran

Ada tiga cara umum membeli rumah di Indonesia: tunai keras (pembayaran penuh langsung), tunai
bertahap (cicilan ke pengembang dalam jangka pendek), dan KPR (Kredit Pemilikan Rumah melalui

bank). Masing-masing memiliki keuntungan dan konsekuensi biaya berbeda.

Untuk KPR, bank umumnya membiayai hingga 80-90% dari nilai properti (tergantung status rumah
pertama atau berikutnya). Artinya, Anda perlu menyiapkan uang muka minimal 10-20% dari harga

rumah, ditambah biaya-biaya transaksi.
Simulasi Biaya Awal Pembelian Rumah

Contoh: rumah seharga Rp 600 juta dengan KPR 80%.

— Uang muka (20%): Rp 120 juta

— Biaya KPR (provisi, administrasi, asuransi): sekitar Rp 6-10 juta
— Pajak dan biaya PPAT/notaris: sekitar Rp 25-40 juta

— Total dana awal yang perlu disiapkan: sekitar Rp 150-170 juta sebelum cicilan berjalan.

Pahami Jenis Sertifikat Properti

SHM — Sertifikat Hak Milik
Kepemilikan penuh atas tanah dan bangunan, tidak terbatas waktu, hanya bisa dimiliki WNI. Ini
sertifikat paling kuat dan paling direkomendasikan.

HGB — Hak Guna Bangunan
Hak menggunakan bangunan di atas tanah negara atau milik pihak lain selama 30 tahun (bisa
diperpanjang). Umum untuk properti dalam kawasan developer besar.

Girik / Letter C
Bukan sertifikat resmi dari BPN, melainkan bukti penguasaan tanah lama. Perlu proses konversi
dan pengurusan sertifikat sebelum transaksi jual beli dilakukan.

Strata Title (SKBG / HGB Sarusun)
Digunakan untuk satuan rumah susun atau apartemen. Menyatakan kepemilikan unit secara

individual beserta hak bersama atas fasilitas.
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Memahami jenis sertifikat adalah langkah awal agar Anda tidak membeli properti dengan status

kepemilikan yang bermasalah. Setelah anggaran dan jenis properti sudah jelas, langkah berikutnya

adalah menelusuri proses transaksinya secara berurutan.

Proses Pembelian Rumah di Indonesia Langkah demi Langkah

Proses beli rumah di Indonesia umumnya mencakup enam tahap utama: survei dan negosiasi,
penandatanganan perjanjian pengikatan, pengecekan sertifikat, penandatanganan AJB di PPAT,

pembayaran pajak, dan balik nama sertifikat di BPN.

1. Survei Properti dan Negosiasi Harga

Kunjungi properti secara langsung untuk menilai kondisi fisik, lingkungan sekitar, akses jalan, dan

fasilitas. Bandingkan minimal 3-5 properti serupa sebelum memutuskan.

Setelah cocok, lakukan negosiasi harga dengan penjual atau agen. Pastikan harga yang disepakati sudah

mencakup kejelasan soal fasilitas yang ikut (furnitur, carport, dll.) dan kondisi yang sudah diketahui.

2. Penandatanganan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli)

PPJB adalah perjanjian awal sebelum akta resmi. Biasanya disertai pembayaran uang tanda jadi (booking
fee) atau uang muka pertama. PPJB mengatur hak dan kewajiban kedua pihak sebelum AJB

ditandatangani.

Sangat disarankan untuk melibatkan notaris atau PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sejak tahap ini,

terutama untuk transaksi di atas Rp 200 juta.

3. Pengecekan Sertifikat di BPN

Minta penjual menunjukkan sertifikat asli, kemudian lakukan pengecekan ke Kantor BPN setempat untuk
memastikan sertifikat valid, tidak dalam sengketa, tidak dijaminkan ke bank lain, dan nama pemilik

sesuai dengan penjual.

4. Penandatanganan AJB di Hadapan PPAT

Akta Jual Beli (AJB) adalah dokumen hukum resmi yang menandai perpindahan hak kepemilikan. AJB

hanya bisa ditandatangani di hadapan PPAT yang berwenang di wilayah properti berada. Pada saat AJB,
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biasanva seluruh pembayvaran (atau pencairan KPR) sudah diselesaikan.

5. Pembayaran Pajak Transaksi

Jenis Pajak / Biaya Siapa yang Menanggung

PPh (Pajak Penghasilan) Penjual 2,5% dari harga jual
BPHTB (Bea Perolehan Hak) Pembeli 5% dari (harga - NJOPTKP)
Biaya PPAT / Notaris Biasanya pembeli 0,5-1% dari nilai transaksi
Biaya Balik Nama (BPN) Pembeli Ditetapkan BPN, bervariasi
Biaya KPR (jika ada) Pembeli Provisi, admin, asuransi

6. Balik Nama Sertifikat di BPN

Setelah AJB selesai, PPAT mengajukan balik nama sertifikat ke Kantor BPN setempat. Proses ini memakan
waktu rata-rata 14-30 hari kerja. Setelah selesai, nama di sertifikat resmi berganti ke nama pembeli —

dan proses pembelian dinyatakan tuntas.

Proses balik nama adalah tahap akhir yang paling penting — sertifikat atas nama Anda adalah bukti
hukum kepemilikan yang sah. Sebelum sampai ke sana, pastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan

sudah lengkap sejak awal.

Dokumen yang Dibutuhkan Pembeli

Kelengkapan dokumen menentukan kelancaran proses, terutama jika menggunakan KPR. Berikut daftar

dokumen yang umumnya diperlukan:
Dokumen Pribadi Pembeli

— KTP (dan KTP pasangan jika sudah menikah)
— Kartu Keluarga (KK)

— NPWP

— Surat Nikah / Akta Cerai (jika relevan)

— Akta Lahir (untuk KPR subsidi tertentu)

Dokumen Keuangan (Terutama untuk KPR)
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— Slip gaii 3 bulan terakhir (karyvawan) atau laporan keuangan / SPT (wiraswasta)

— Rekening koran 3-6 bulan terakhir
— Surat keterangan kerja / SK pengangkatan

— Surat keterangan usaha (untuk wiraswasta)
Dokumen Properti dari Penjual

— Sertifikat asli (SHM / HGB)

— IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau PBG

— SPPT PBB (bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan) tahun berjalan
— KTP penjual dan dokumen identitas lainnya

— Akta jual beli sebelumnya (jika ada riwayat perpindahan)

Membeli Rumah dengan KPR: Yang Perlu Diperhatikan

KPR memudahkan banyak orang memiliki rumah tanpa harus membayar penuh di awal. Namun ada

beberapa hal yang perlu dipahami sebelum mengajukan:

e Tenor dan bunga: Umumnya 5-30 tahun, dengan bunga tetap di tahun-tahun awal lalu berubah
mengikuti suku bunga acuan. Hitung total cicilan jangka panjang, bukan hanya cicilan bulanan
awal.

e Rasio cicilan terhadap penghasilan: Bank biasanya mensyaratkan total cicilan tidak lebih dari
30-40% penghasilan bersih per bulan.

e Biaya tambahan KPR: Provisi (sekitar 1%), biaya administrasi, asuransi jiwa dan kebakaran, serta
biaya appraisal properti.

¢ KPR Subsidi (FLPP): Untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah menyediakan KPR

bersubsidi dengan bunga tetap rendah (sekitar 5%) dan uang muka yang lebih ringan.

Membandingkan penawaran dari beberapa bank sebelum memilih KPR adalah langkah bijak yang bisa

menghemat jutaan rupiah dalam jangka panjang.

Hal yang Sering Terlewat Calon Pembeli

Banyak calon pembeli fokus pada harga dan cicilan, tetapi mengabaikan beberapa hal penting ini:

e Cek IMB atau PBG: Pastikan bangunan memiliki izin resmi. Rumah tanpa IMB/PBG bisa

bermasalah saat hendak dijual kembali atau diagunkan.
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e Status tanah: Tanah dengan sengketa. riwavat eksekusi. atau masuk kawasan hijau/fasum tidak

bisa dijualbelikan secara aman.

e PBB terutang: Jika penjual menunggak PBB bertahun-tahun, pembeli bisa mewarisi kewajiban itu.
Minta bukti lunas PBB sebelum AJB.

e Kondisi fisik tersembunyi: Retak struktural, masalah drainase, atau kebocoran atap tidak selalu
terlihat di kunjungan singkat. Pertimbangkan memakai jasa inspektur properti.

e PPJB yang tidak seimbang: Baca klausul penalti dan pembatalan PPJB secara seksama sebelum

menandatangani.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk membeli rumah di Indonesia?

Dokumen utama yang dibutuhkan antara lain KTP, KK, NPWP, slip gaji atau bukti penghasilan, rekening
koran 3 bulan terakhir, dan surat nikah jika sudah menikah. Untuk KPR, bank juga meminta surat

keterangan kerja dan dokumen properti seperti fotokopi SHM atau IMB dari penjual.

Berapa lama proses pembelian rumah di Indonesia?

Proses pembelian secara tunai bisa selesai dalam 1-4 minggu setelah penandatanganan AJB. Jika
menggunakan KPR, proses pengajuan kredit di bank membutuhkan waktu 2-6 minggu tambahan,

tergantung kelengkapan dokumen dan kebijakan masing-masing bank.

Apa perbedaan SHM dan HGB saat membeli rumah?

SHM (Sertifikat Hak Milik) adalah bukti kepemilikan penuh atas tanah dan bangunan tanpa batas waktu,
hanya bisa dimiliki WNI. HGB (Hak Guna Bangunan) adalah hak menggunakan bangunan di atas tanah
negara atau milik orang lain selama 30 tahun dan bisa diperpanjang. SHM lebih direkomendasikan karena

statusnya lebih kuat secara hukum.

Apakah pembelian rumah pertama di Indonesia bisa mendapat keringanan

biaya?

Ya. Program KPR Subsidi (FLPP) dari pemerintah menawarkan bunga rendah dan uang muka ringan untuk
masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, ada keringanan PPh dan BPHTB untuk rumah pertama

dengan nilai tertentu sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
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Artikel BalaiWarga disusun berdasarkan informasi yang tersedia secara online, kemudian direviu manusia
sebelum dipublikasikan. Informasi dalam panduan ini bersifat umum dan dapat berbeda tergantung

wilayah, kondisi properti, kebijakan bank, dan peraturan yang berlaku saat Anda membaca.

Untuk keputusan pembelian properti, sangat dianjurkan untuk memverifikasi informasi terkini langsung
dari sumber resmi — di antaranya Kantor BPN setempat, Kementerian ATR/BPN (atrbpn.go.id), Otoritas

Jasa Keuangan (ojk.go.id) untuk informasi KPR, serta PPAT atau notaris yang berwenang di wilayah Anda.

Redaksi BalaiWarga — ditinjau sebelum publikasi — balaiwarga.net/tentang-kami

Jika artikel tentang panduan membeli rumah di Indonesia ini bermanfaat, silakan bagikan kepada

yang membutuhkan informasi serupa.

Saran berbagi: \"Ada artikel tentang panduan membeli rumah di Indonesia di BalaiWarga yang mungkin

berguna.\"

Ingin tahu lebih lanjut tentang BalaiWarga? Baca tentang empat pilar konten kami diBalaiWarga.NET.

Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan Al berdasarkan informasi yang tersedia secara online. Isi
artikel bersifat informatif umum dan bukan merupakan nasihat profesional hukum, keuangan, atau
pendidikan. Untuk keputusan penting, harap verifikasi informasi dari sumber resmi atau konsultan yang

kompeten.
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